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Pemerintah Provinsi DK Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan
Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengel olaannya, Pemerintah Provinsi DK Jakarta bekerja sama dengan
Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut,
penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DK Jakarta dan
Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang
dilakukan Pemerintah Provinsi DK Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan
dengan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan dengan
mengamati perjanjian kerja sama dan kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik
dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta serta wawancara dengan pejabat yang berurusan
dengan pengelolaan TPST Bantargebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPST
Bantargebang dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. TPST yang dibangun di luar wilayah administrasi suatu
Daerah sebaiknya dikelola dengan perjanjian kerja sama atau dengan mekanisme TPST Regional.
Kewenangan Pemerintah Provinsi DK Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sendiri diatur dalam perjanjian
kerja sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.<hr />The Provincial Government of DKI
Jakarta has an Integrated Solid Waste Processing Facility in Bantargebang District, Bekasi City. Inits
management, the DK Jakarta Provincial Government cooperates with the Bekasi City Government.
Questions arise regarding the authority of the two Regions. Responding to this, the author conducted a study
to find out the authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government in the
management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility and the Intergovernmental
Management mechanism conducted by the DK Jakarta Provincial Government in managing Bantargebang
Integrated Solid Waste Processing Facility. The study was conducted in a juridical-normative form with
descriptive-prescriptive typology. The study was conducted by observing cooperation agreements and
contracts made by the DK Jakarta Provincial Government both with the Bekasi City Government and
private parties as well as interviews with officials who deal with the management of Bantargebang
Integrated Solid Waste Processing Facility. The results showed that the management of Bantargebang
Integrated Solid Waste Processing Facility was carried out by the Intergovernmental Management
mechanism regulated in Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation.
Integrated Solid Waste Processing Facility that is built outside the administrative area of a Region should be
managed by a cooperation agreement or with a Regional Integrated Solid Waste Processing Facility
mechanism. The authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government itself is
regulated in a cooperation agreement in accordance with Government Regulation No. 28 of 2018.
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